








1.1. Latar Belakang Masalah 
Sejak industrialisasi terjadi di seluruh belahan dunia telah memberikan 
dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan 
masyarakat. Meskipun industrialisasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
hampir di setiap negara, keberadaan industrialiasasi telah memberikan sumbangan 
terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup diantaranya pencemaran tanah, air, 
dan udara oleh limbah yang beracun dan berbahaya; efek rumah kaca; terkikisnya 
lahan pertanian; meningkatnya pemukiman kumuh; dan lain sebagainya. Selain itu 
kehidupan masyarakat mulai terancam karena semakin terlihat kesenjangan antara 
si kaya dan si miskin dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. 
BUMN yang bergerak di sektor industri manufaktur sebagai pelaku bisnis 
yang mewakili negara juga telah memberikan dampak dari berbagai aktivitas 
usahanya, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat berupa public goods yang 
sebagian belum dapat dipenuhi oleh perusahaan swasta. Di samping itu aktivitas 
pengolahan bahan baku menjadi public goods tersebut telah memberikan dampak 
negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Maka 
BUMN sejatinya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat sekitar di mana kegiatan operasional manufaktur BUMN dilaksanakan. 
Aktivitas BUMN harus harmonis dengan tujuan dan harapan masyarakat 




Dalam hal ini BUMN perlu mendapatkan legitimasi masyarakat. Upaya 
memperoleh legitimasi ini diantaranya dilakukan melalui bentuk tanggung jawab 
BUMN kepada sosial dan lingkungannya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan 
perusahaan dikenal dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR).  
Istilah CSR digunakan pertama kali pada tahun 1970-an. Elkingston (1998) 
telah mengembangkan tiga komponen penting pembangunan berkelanjutan yaitu, 
pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Komponen 
tersebut dibagi ke dalam tiga fokus yakni profit, plannet, and people. Perusahaan 
yang baik tidak hanya mencari profitabilitas semata tetapi juga perusahaan harus 
memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 
masyarakat.  
Kegiatan CSR tidak hanya dilakukan oleh sektor usaha swasta tetapi juga 
oleh sektor usaha negara yaitu BUMN. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh 
BUMN di Indonesia dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan. Program ini berangkat dari implementasi CSR perusahaan swasta, 
namun perhatiannya lebih kepada stakeholders eksternal yaitu masyarakat luar 
yang terkena dampak dari aktivitas BUMN tersebut. Kegiatan PKBL terdiri dari 
Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Program kemitraan berupa 
kemitraan bersama Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang fokusnya 
adalah pengembangan usaha melalui kemudahan akses pinjaman permodalan dan 
kelanjutan usaha serta kegiatan pelatihan-pelatihan untuk mempercepat 
pertumbuhan UMKM.  Sedangkan Bina Lingkungan berupa kontribusi terhadap 




Walaupun BUMN lebih diwajibkan berkontribusi dalam aktivitas PKBL 
namun, BUMN masih melakukan kegiatan CSR sebagaimana yang dilakukan oleh 
perusahaan swasta, bersama-sama dengan aktivitas PKBL dengan alokasi dana 
yang berbeda. Terkadang BUMN melaksanakan CSR melalui aktivitas PKBL-nya 
saja dan tetap memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan kerja stakeholders 
internal yaitu pegawai yang turut banyak membantu dalam kegiatan operasional 
perusahaan. 
Dasar hukum pelaksanaan PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN PER-
09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan ini setiap BUMN di seluruh 
Indonesia wajib mengalokasikan dana PKBL sebesar paling banyak 4% (empat 
persen) dari laba bersih. Alokasi dana PKBL tersebut kemudian disalurkan dalam 
bentuk  program kegiatan yang meliputi: 
a. Program Kemitraan untuk pengembangan bisnis UMKM. 
b. Program Bina Lingkungan yang mencakup bantuan bencana alam, kesehatan 
masyarakat, pendidikan dan pelatihan masyarakat, keagamaan, pengembangan 
sarana umum, pelestarian alam, dan pengentasan kemiskinan. 
Adanya peraturan tersebut menjadikan tanggung jawab BUMN semakin 
kompleks pada era globalisasi ini. Kompleksitas tanggung jawab tersebut 
diantaranya: 1) BUMN dituntut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas 
lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat disekitarnya melalui aktivitas PKBL 
yang dananya dialokasikan sebesar paling banyak 4% dari laba bersih; 2) BUMN 




BUMN juga turut diwajibkan memberikan kontribusi melalui pajak yang 
dibayarkan. Permasalahannya adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terlibat 
dalam PKBL dan pembayaran pajak ini dapat memangkas laba bersih yang 
didapatkan dari kegiatan usaha sehingga mengurangi deviden yang akan diberikan 
kepada pemegang saham. 
Permasalahan demikian mendorong BUMN di Indonesia berpikir 
bagaimana mereka mampu menjalankan tanggung jawab yang semakin kompleks 
tanpa menghilangkan kontribusi mereka terhadap negara dan masyarakat. Upaya 
tersebut dilakukan dengan memanfaatkan grey area dari Undang-undang Nomor 
36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1-14 dengan cara 
memberikan kontribusi dalam aktivitas PKBL. Berdasarkan peraturan tersebut 
aktivitas PKBL yang berupa sumbangan bencana alam; usaha pelestarian alam; 
pemberian beasiswa dan pelatihan kepada masyarakat dan UMKM; memberikan 
fasilitas untuk pendidikan; membangun sarana dan prasarana umum; dan 
sumbangan dalam kegiatan keagamaan diakui sebagai beban yang dapat 
mengurangi laba kotor (deductiable cost). 
Pemanfaatan grey area dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1-14 jika dilakukan secara agresif merupakan salah 
satu upaya penghindaran pajak secara legal (tax avoidance) yang telah banyak 
dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia. Upaya tersebut bukan hanya 
dilakukan oleh perusahaan swasta tetapi juga BUMN sebagai perusahaan negara. 
Sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri 




Ini berarti ada indikasi bahwa BUMN turut berupaya meminimalkan beban pajak 
secara agresif melalui tindakan yang legal seperti melakukan aktivitas PKBL 
dengan maksud mengurangi beban pajak. 
Bagi perusahaan pajak merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi 
profitabilitas. Berbagai upaya manajemen perusahaan yang dirancang khusus 
untuk meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan fenomena yang 
umum di seluruh negara. Tindakan seperti ini dinamakan agresivitas pajak. 
Agresivitas pajak adalah suatu upaya meminimalkan beban pajak dengan cara 
yang legal maupun ilegal. Istilah Agresivitas pajak dapat digunakan secara 
bergantian dengan penghindaran pajak dan pengelolaan pajak. Perusahaan yang 
melakukan berbagai upaya yang termasuk dalam kategori agresivitas pajak dapat 
menyebabkan citra negatif di mata masyarakat. Agresivitas pajak dalam 
pandangan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab 
secara sosial dan tidak sah. 
Lanis & Ricahrdson (Corporate Social Responsibility and Tax 
Aggressiveness: An Empirical Analysis, 2012, hal. 89) mengemukakan bahwa 
tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai 
dengan pandangan dan harapan masyarakat karena pajak yang dibayar perusahaan 
memiliki impikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik 
seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan nasional, dan sebagainya. 
Tidakan agresivitas pajak yang dengan memanfaatkan grey area dari 
Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1-




potensi pajak yang sulit dijangkau pemerintah membuat target penerimaan pajak 
menjadi sangat berat. Penerimaan pajak di Indonesia selalu berada di bawah target 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia menunjukkan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2012 hingga 
2015 selalu mengalami peningkatan begitu pula dengan realisasinya tetapi jika 
target penerimaan dengan realisasi penerimaan tersebut dibandingkan maka 
terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak masih di bawah target. Kemudian pada 
tahun 2016 Pemerintah menurunkan target penerimaan pajak tetapi realisasinya 
juga masih di bawah target. Grafik perbandingan target dan realisasi penerimaan 
pajak tahun 2012-2016 dapat kita lihat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak 
Tahun 2012-2016 
 
Sumber : Kementerian Keuangan, data diolah oleh Peneliti 
Negara yang mengandalkan sektor pajak sebagai sumber utama 
pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika para Wajib Pajak 




Peneliti telah menelaah paparan latar belakang, tertarik melakukan penelitian 
dengan judul PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA 
AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada BUMN Sektor 
Industri Manufaktur Tahun 2012-2016).  
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan identifikasi masalah 
yang menarik untuk diteliti, antara lain: 
a) Saat ini BUMN dihadapkan pada tanggung jawab yang semakin kompleks. 
Dalam rangka membangun keharmonisan tujuan perusahaan dengan tujuan 
masyarakat, BUMN merasa harus bertanggung jawab kepada sosial maupun 
lingkungan akibat dari aktivitas-aktivitasnya. BUMN juga berkewajiban 
mengedepankan kepentingan para pemegang saham, yaitu melalui berbagai 
upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan se-efisien mungkin untuk 
meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu BUMN dituntut memberi kontribusi 
kepada negara melalui kewajiban membayar pajak yang harus dipatuhi. 
b) Biaya yang harus dikeluarkan untuk terlibat dalam aktivitas PKBL dan biaya 
yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak turut menambah beban yang 
cukup memberatkan bagi BUMN. Sementara itu BUMN harus meningkatkan 
efisiensi agar mampu meningkatkan laba. 
c) Keberadaan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1-14 telah 
dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara 




juga meningkat seiring berkurangnya beban pajak yang dibayarkan. Selain itu 
BUMN mendapat legitimasi masyarakat karena telah bertanggung jawab 
terhadap sosial dan lingkungan dengan melakukan aktivitas PKBL. 
1.3. Rumusan Masalah 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan jenis 
Corporate Social Responsibility yang berperan penting terhadap kesejahteraan 
masyarakat. PKBL memiliki hubungan dengan agresivitas pajak perusahaan. 
Pengungkapan PKBL dapat memicu agresivitas pajak. Pengungkapan PKBL dan 
tingkat agresivitas pajak dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan 
bertanggungjawab kepada masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut 
maka peneliti tertarik mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
a) Bagaimana perkembangan pengungkapan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan di BUMN sektor industri manufaktur tahun 2012-2016 ? 
b) Bagaimana tingkat agresivitas pajak di BUMN sektor industri manufaktur 
tahun 2012-2016 ? 
c) Seberapa besar pengaruh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap 
agresivitas pajak di BUMN sektor industri manufaktur tahun 2012-2016 ? 
1.4. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 
penelitian ini sebagai berikut: 
a) Untuk mengetahui dan menggambarkan perkembangan Program Kemitraan 




b) Untuk mengetahui dan menggambarkan tingkat agresivitas pajak pada BUMN 
sektor Industri Manufaktur tahun 2012-2016. 
c) Untuk mengetahui dan menggambarkan seberapa besar pengaruh Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan Terhadap Agresivitas Pajak di BUMN 
Sektor Industri Manufaktur Tahun 2012-2016. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis 
sebagai berikut : 
1.5.1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi literatur bagi pihak 
akademis dan penelitian selanjutnya mengenai Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan dan agresivitas pajak. 
1.5.2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 
pihak yang terkait dengan kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
dan perpajakan. 
a) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan 
pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan akan memberikan dampak 
secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja, tetapi juga sikapnya 
terhadap pajak. 
b) Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi 
tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi 




c) Bagi pihak regulator/pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian 
ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang 
berusaha untuk mengidentifikasi keadaan di mana risiko agresivitas pajak 
perusahaan lebih tinggi. 
2.1. Kerangka Pemikiran 
Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan interaksi dan hubungan 
kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yaitu kemakmuran. Dalam 
praktiknya usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran itu melibatkan pemanfaatan 
dan pengaturan berbagai sumber daya yang ada di dalam masyarakat melalui 
serangkaian proses yang rasional, sistematis, dan berkesinambungan. Hal yang 
demikian dapat kita pahami sebagai administrasi publik, yaitu serangkaian proses 
kerja sama yang melibatkan dua orang atau lebih dalam rangka mewujudkan 
tujuan dan kepentingan publik guna mencapai kemakmuran. 
Administrasi publik terus berkembang dari waktu ke waktu dengan 
berbagai macam paradigma. Dahulu administrasi publik hanya dipandang sebagai 
bentuk dan proses kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Hal ini 
ditandai dengan suatu sistem birokrasi yang serba hierarkhis dan rumit. Kemudian 
pandangan administrasi publik terus meluas seiring dengan era globalisasi yang 
menuntut demokratisasi. Pemerintah dan negara bukanlah aktor utama dalam 
menjalankan kebijakan publik tetapi ada aktor-aktor lain yang harus dilibatkan 
dalam mewujudkan kepentingan publik yaitu pihak pengusaha dan masyarakat.  
Teori governance berpandangan bahwa negara atau pemerintah di era 




secara efiisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik 
sehingga paradigma governance memandang penting kemitraan dan jaringan 
antarbanyak stakeholders dalam penyelenggaraan urusan publik. Pemerintah 
mempengaruhi pelaku bisnis agar mendukung perwujudan tujuan politik melalui 
regulasi dan insentif. Sebaliknya kebijakan publik juga dipengaruhi oleh aktivitas 
bisnis dan aktivitas lobi pelaku bisnis. Pemerintah juga bekerja sama dengan 
organisasi bisnis dan kelompok kepentingan lainnya dalam formulasi dan 
implementasi kebijakan. 
Aktivitas-aktivitas negara sangat luas hampir menyentuh semua aspek 
kehidupan masyarakat yang dalam konteksnya disebut warga negara. Aktivitas 
mewujudkan kepentingan publik (public affair) dan pemenuhan kebutuhan barang 
publik (public goods) harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya guna 
mewujudkan negara yang adil dan makmur. Pengelolaan sumber daya negara 
yaitu berupa kekayaan negara yang diperoleh dari berbagai sumber harus 
menekankan pada pengelolaan yang efektif dan efisien dan mampu 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Suatu cara bagaimana negara 
memperoleh dan menggunakan kekayaan negara yang dimilikinya untuk 
mencapai tujuan negara kemudian mempertanggungjawabkan penggunaan 
kekayaan negara tersebut kepada masyarakat disebut dengan istilah administrasi 
keuangan negara. 
Aktivitas BUMN sektor industri manufaktur dalam pengolahan bahan 
baku menjadi public goods telah memberikan dampak negatif terhadap kualitas 




melepaskan diri dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar di mana 
kegiatan operasional manufaktur BUMN tersebut dilaksanakan. BUMN sektor 
industri manufaktur diharapkan mampu bertanggung jawab kepada masyarakat 
dan lingkungan hidup atas dampak negatif dari berbagai aktivitas-aktivitasnya. 
Tanggung jawab ini dinamakan Corporate Social Responsibility (CSR). 
Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dilandasi 
oleh dua teori. Pertama adalah teori stakeholders. Stakeholders atau pemangku 
kepentingan adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat 
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Berdasarkan asumsi teori stakeholders, perusahaan tidak dapat 
melepaskan diri dari lingkungan sosial. Kedua adalah teori legitimasi maksudnya 
perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholders serta mendudukkannya dalam 
kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung 
pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern.  
Aktivitas CSR yang dilaksanakan oleh BUMN disebut Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini berangkat dari teori CSR, namun 
perhatiannya lebih kepada stakeholders eksternal yaitu masyarakat luar yang 
terkena dampak dari aktivitas BUMN tersebut. Kegiatan ini PKBL terdiri dari 
Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan. 
Program kemitraan berupa kemitraan bersama Usaha Kecil Mikro dan 
Menengah (UMKM) yang fokusnya adalah pengembangan usaha melalui 
kemudahan akses pinjaman permodalan dan kelanjutan usaha serta kegiatan 




Lingkungan berupa kontribusi terhadap perbaikan kualitas kehidupan sosial dan 
lingkungan masyarakat. Setiap BUMN di seluruh Indonesia wajib 
mengalokasikan dana PKBL sebesar paling banyak 4% dari laba bersih dan 
merealisasikannya pada program-program yang telah ditentukan dalam Peraturan 
Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015. 
BUMN sektor industri manufaktur sebagai pelaku usaha yang mewakili 
negara telah diamanatkan mengelola kekayaan negara yang telah dipisahkan 
sebagai Penanaman Modal Negara (PMN) yang nantinya digunakan untuk 
aktivitas-aktivitas perusahaan dalam rangka menghasilkan barang publik (public 
goods). Meskipun aktivitas BUMN bertujuan memenuhi kepentingan publik 
dengan cara memproduksi public goods yang tidak disediakan swasta, BUMN 
juga dihadapkan pada usaha untuk mengejar keuntungan dari hasil penjualan 
public goods tersebut kepada masyarakat. 
BUMN harus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui 
pajak yang wajib dibayarkan. Pajak merupakan faktor pendorong dalam banyak 
keputusan perusahaan. Lingkup tanggung jawab BUMN yang semakin kompleks 
berkaitan dengan beban-beban biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi 
tanggung jawabnya kepada para stakeholders mendorong BUMN melakukan 
tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak 
perusahaan melalui tindakan agresif pajak. 
Agresivitas pajak merupakan manajemen pengurangan pendapatan kena 
pajak melalui kegiatan perencanaan pajak baik secara legal maupun illegal. 




Agresivitas pajak dapat digunakan secara bergantian dengan penghindaran pajak 
dan pengelolaan pajak. Dalam membayar pajak, perusahaan seharusnya memiliki 
beberapa pertimbangan etika untuk masyarakat dan stakeholders lainnya. 
Seharusnya perusahaan tidak berkeinginan untuk meminimalkan pajak baik 
dengan cara legal maupun ilegal sebagi wujud bahwa perusahaan tersebut 
bertanggung jawab terhadap masyarakat. Tindakan perusahaan dalam hal 
meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan pandangan dan harapan 
masyarakat karena pajak yang dibayar perusahaan memiliki impikasi penting bagi 
masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, pertahanan nasional, dan sebagainya. 
Perusahaan yang telah mengungkapkan banyak informasi tanggung jawab 
sosial dalam laporan tahunannya dalam rangka memperoleh citra baik berusaha 
untuk mempertahankannya dengan cara tidak melakukan tindakan pajak agresif 
yang dapat merusak citra yang sudah baik melalui pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang mengungkapkan aktivitas 
PKBL yang lebih banyak cenderung tidak melakukan tindakan pajak secara 
agresif sehingga semakin aktivitas PKBL yang diungkapkan maka semakin 
rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. 
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dibentuk konsepsi kerangka 





























BUMN memiliki tiga kompleksitas tanggung jawab, yaitu pertama, meningkatkan 
profitabilitas demi mencapai kinerja yang baik di mata para pemegang saham. Kedua, 
berkontribusi dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan melalui 
CSR/PKBL agar memperoleh dukungan atas aktivitas-aktivitasnya. Ketiga, patuh 
membayar pajak. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan PKBL adalah sebesar 
maksimal 4% yang berasal dari profit yang diperoleh. Anggaran yang telah terealisasi 
dapat diakui sebagai beban dan dimasukkan ke dalam kelompok deductiabel cost 
sehingga akan mengurangi beban pajak. intensitas pengurangan pendapatan kena pajak, 
baik yang dilakukan dengan cara legal ataupun illegal merupakan bentuk penghindaran 
pajak yang disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui 
aktivitas PKBL. Maka terdapat indikasi adanya hubungan dan pengaruh antara 
CSR/PKBL dengan agresivitas pajak. Jika BUMN banyak berkontribusi dalam aktivitas 
PKBL seharusnya agresivitas pajak yang dilakukan semakin rendah karena CSR/PKBL 
dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai kepentingan publik sehingga 
berkontribusi pada aktivitas PKBL/CSR maupun mematuhi kewajiban perpajakan dapat 
mencerminkan sejauh mana BUMN bertanggung jawab kepada masyarakat. Jika 
BUMN berkontribusi dalam aktivitas PKBL dengan tujuan menghindari pajak, maka 
citra yang telah dibangun melalui kontribusinya dalam PKBL akan runtuh karena 
sejatinya BUMN tersebut tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. 






Sumber Teori : (ElkingtonJohn, 1998) 
Sumber Penguat: 
UU No. Peraturan Menteri BUMN 
Nomor. PER-09/MBU/07/2015. 















a) Tax Avoidance 
b) Tax Evasion 
Sumber:  
(Lanis & Richardson, 2013) 












Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan dan digambarkan, 
maka peneliti tertarik untuk merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H0 : ρ = 0, maka “Program  Kemitraan dan Bina Lingkungan tidak berpengaruh  
secara negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak”. 
Ha : ρ ≠ 0, maka “Program  Kemitraan dan Bina Lingkungan berpengaruh secara 
negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak”. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat gambaran sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, kerangka pemikiran, dan 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA  
 
Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, perbandingan persamaan dan 
perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini serta landasan teori yang 
digunakan dalam penelitian. 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  
  
Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode penelitian, 
operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, teknik sampling, jenis data dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan danta, teknik analisis 




BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai 
metode pengumpulan data dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan analisa 
peneliti. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini menjelaskan 
tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan rekomendasi secara 
teoritis, praktis, dan kebijakan kepada pihak BUMN, pihak investor, pihak 
pemerintah, pihak regulator, dan penelitian selanjutnya. 
  
